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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim
Pendidikan  Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4692);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105);
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10, Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 36
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU Memberikan lzin Operasional kepada:
Nama Satuan : SMP Cahaya Waicaru
Pendidikan
Badan : Yayasan Gracia Pakonda Cahaya
Penyelenggara
Alamat : JI. Rada Malando
Kecamatan : Kodi Balaghar
Kabupaten : Sumba Barat Daya
Provinsi : Nusa Tenggara Timur
KEDUA ¢ lzin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung
mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 13 Mei Tahun
2029 dan dapat diberikan perpanjangan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
KETIGA : Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada poin

kesatu, menyelenggarakan program pendidikan formal jenjang
SMP mulai Tahun Pelajaran 2024 /2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapannya.

: Tambolaka

: 13 Mei 2024
"\ﬁén dan Kebudayaaan
at Daya

"

Tembusan, disampaikan kepada Yth, :

1.

e o

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di
Jakarta;

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT di Kupang;

Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka;

Ketua Yayasan Nusa Cendana (YAPNUSDA) di Kodi Balaghar;

Pertinggal.
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